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PERATURAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR PER-1217/K/SU/2010
TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 128

Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, perlu mengatur kembali ketentuan teknis
pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai
Negeri di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-
1217/K/SU/2010 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri di

Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan
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Mengingat

Pembangunan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 400);

Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 272);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017
tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja
Pegawai Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 865);
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Hari dan
Jam Kerja di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1791);

www.peraturan.go.id



Menetapkan

2018, No.259

9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 1217/K/SU/2010 tentang
Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Kinerja bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor
1217/K/SU/2010 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri di
Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN NOMOR PER-1217/K/SU/2010 TENTANG
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-
1217/K/SU/2010 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri di
Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-
1217/K/SU/2010 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri di

Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,
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diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon
Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Keputusan Pejabat
yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau
ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan
organisasi di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan;

Tunjangan Kinerja adalah tunjangan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang
selanjutnya  disingkat BPKP, merupakan aparat

pengawasan intern pemerintah.

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 2

Pegawai di lingkungan BPKP, selain diberikan penghasilan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

(1)

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 3
Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, tidak diberikan kepada:
a. Pegawai Negeri di lingkungan BPKP yang nyata-
nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan

tertentu pada BPKP;
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